BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-oab terdahulu, dengan mencermati data

dan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penyelesaian Hukum yang dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah
yang timbul berkenaan dengan penggunaan ATM, memiliki beberapa
pilihan, akan tetapi tidak semua pilihan hukum yang tersedia dapat
ditawarkan semuanya kepada nasabah dan dapat menjadi landasan yang
kuat bagi nasabah dalam mengajukan tuntutan maupun ganti kerugiannya.
a. Upaya penyelesaian yang melihat pada perjanjian yang dibuat antara
nasabah dengan pihak bank pada saat nasabah pertama kali
mendaftarkan menjadi nasabah bank tersebut tidak dapat melindungi
nasabah secara kuat, karena perjanjian tersebut adalah perjanjian baku
yang dibuat sepihak oleh bank, sehingga nasabah hanya dalam posisi
menerima saja dan dalam posisi yang lemah
b. Upaya Penyelesaian yang berdasarkan pada Peraturan ' Bank
Indonesia, yang mengacu pada PBI Nomor 7/7/PBI/2005 vyaitu
pengaduan yang secara lisan wajib diselesaikan oleh Bank dalam 2
(dua) hari kerja. Sedangkan untuk pengaduan yang sifatnya tertulis

diselesaikan dalam 20 (dua puluh) hari kerja akan sulit dilakukan
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karena hanya pihak bank yang melakukan pelaporan sepihak kepada
Bank Indonesia, sehingga secara subyektivitas sangat diragukan.
Upaya penyelesaian yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni nasabah dapat
melaporkan keluhannya atau pengaduannya pada Lembaga
Konsumen apabila pengaduan keluhannya kepada pihak bank tidak
mendapat tanggapan, ataupun penyelesaianyang dilakukan oleh bank
terlalu lama, sangat disayangkan sekali di Undang-Undang
perlindungan konsumen, dengan adanya pasal 19 ayat (5) dapat
menjadi landasan dari pihak bank untuk melakukan counter/serangan
balik kepada nasabahnya,

Upaya penyelesaian dapat juga ditempuh melalui gugatan Perdata
sesuai yang diatur dalam BW, yang dengan konsekuensi memerlukan
biaya yang mahal terkadang tidak sesuai antara biaya yang
dikeluarkan dengan nominal yang disengketakan. Yang bisa sebagai
dasar adalah pada pasal 1320 BW

Upaya penyelesaian yang bisa sebagai pilihan yang kuat bagi nasabah
adalah secara Pidana, yaitu nasabah dapat melaporkan kepada aparat
yang berwenang yaitu aparat kepolisian apabila telah terjadi unsur
pidana yang dilakukan pihak bank/seseorang yang tergabung dalam
perusahaan, PT (Perseroan Terbatas) ataupun Badan usaha yang
melakukan perbuatan pidana tersebut, sesuai yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas,
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lembaran negara RI tahun 1995 Nomor 13. yaitu tanggung jawab
korporasi karena kesalahan, perbuatan yang dapat merugikan pihak
lain, bahkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi kepada
nasabahnya tentang pertanggung jawaban terhadap operasional ATM
yang berupa keamanan uang dari nasabah di jaringan ATM dan
kenyamanan nasabah dalam menggunakan uangnya tersebut bila

diperiukan.

2. Upaya pihak Bank BRI dalam menangani penyelesaian pengaduan,

keluhan penggunaan ATM dari nasabahnya.

a.

Sampai saat ini pihak Bank BRI dalam menyelesaikan pengaduan
nasabah berkenaan penggunaan ATM masih beracuan pada peraturan
Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 yaitu pengaduan yang sufatnya
lisan diselesaikan dalam 2 (dua) hari kerja, sedangkan yang bersifat
tertulis dalam 20 (dua puluh) hari kerja.

Prosedur penyelesaian pengaduan yang seharusnya dapat diselesaikan
secara lisan, tetapi pada kenyataanya keadaan yang tidak
memungkinkan dari pihak bank untuk menyelesaikan dalam jangka
waktu 2 (dua) hari maka laporan lisan tersebut beralih menjadi
laporan tertulis, agar memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia, yaitu
dilakukan penyelesaian dalam 20 (dua pulub) hari kerja, sehingga
dampak bagi nasabah merasakan terlalu lama pengaduannya

tertangani.
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B. Saran

1.

Seyogyanya Bank Rakyat Indonesia memberikan juklak (petunjuk
pelaksanaan) bagi seluruh kantor bank BRI perihal penyelesaian
pengaduan nasabah secara lisan khususnya tentang pengaduan ATM
dapat diselesaikan secepatnya, tidak harus mengikuti batas maksimal.
Seyogyanya Bank BRI Kantor Pusat membuat surat edaran dengan
menetapkan klausul tersendiri bagi kantor cabang maupun kantor unit
yang tidak dapat menyelesaikan pengaduan secara lisan dalam 2 (dua)
hari kerja, diubah menjadi pengaduan secara tertulis, agar dapat
memberikan penjelasan kepada nasabah yang mengadukan keluhannya
kepada pihak Bank BRI

Seyogyanya dibuat peraturan dari bank Indonesia agar nasabah
mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari keterlambatan penyelesaian
terhadap pengaduan nasabahnya.

Seyogyanya untuk lebih melindungi konsumen maupun nasabah, saran
penulis dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor: 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain dengan
dihapuskannya pasal 19 ayat (5) agar tidak dijadikan sebagai modal untuk

membela diri bagi pelaku usaha.
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